GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPTNG
NOMOK 16 TAHUN I3

TENTANG

PENCARIUTAN KFPUTISAN GURBERNUR LAMPING NOMOR 3 A TAHUN 2002 TANGGAL
18 PEBRUARI 2002 TENTANG PENGGUNAAN BIAY A PERJALANAN DINAS YANG DANANYA
BERASAL DARI BIAY A OPERASIONAL DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROPINSI
LAMPUNG DALAM RANGKA PENGURUSAN DAN PENINGEATAN PENERIMAAN DAERAH
DARIDANA PERIMBANGAN SEKTOR MINYAKDAN CGAS BUMIDAN KEPUTUSAN GUBERNUR
LAMPUNG NOMOR GO38 AT I6GHEZM TANGGAL 18 FPEBERUARI 2003 TENTANG
PENGATIURAN PENGGUNAAN DAN PENETAPAN BESARNY A BIAY A PERJALANAN DINAS
Y ANG DANANY A DIBEBANKAN DAN ATAU BERSTMBER DHART
BIAY A OPERASTONAL DINAS FERTAMBANGAN DAN FNERGI

Menimbang

Miengingat

FROPINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG.

. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentnan yang berlaku dan terciptanva

tertib administrasi dan tata fertib hubum dalamn pelakisanaan  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Propimst Lampung, khususnva vang
berkenaan denpin peaggunaan biaya operasional pada Dinas Pertambangan
dan Energi Propinsi Lampung vang digunakan uniuk biava perialanan dinas
guna keperluan pengurusan dana bagi hasil minyak dan gas bumi sebagaimana
ditgrapkan dalam Keputusan Gubemur Lampung Nomor 3 A Tahun 2002
fanggal 12 Pebmian 2002 dan Keputigan  Gubernur Lampung  Nomior
G038 AL 16 HE 2003 tangeal 18 Pebruari 2002 dan Kepumsan Gubrnur
Lampung Nomor G038 AMLI&TE 2003 rangeal 28 Pebruann 2003
dipandang porle untuk dicabut;

bahwa sehubungan dengan butir a ter=cbut diatas, perlu ditetapkan dengan
Eoepuiusan Gubernur Lampung;

T Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 entang Pémbentukan Dacrah Tingkat

4

i

I Lampung;

. Undang=undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Pertambangan;
v Lindang-undang Nomor 22 Tahun 199 tentang Yemerintahan Dacrah;

. Undmng=undang Momor 25  Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerindah Pusat dan Dacrah;

. Peraturan Pemerindah Nomor 25 Tahun 2001 tentang Kewenangan Pemerintah

dan Kewenangan Propinsi Sebagai Dacrah Otonem;

. Peraturan Pemerintah Womor 105 Tahun 2000 eatang Pengelolaan dan

Pertengoungijawaban Kenmngan Daerah:

. Peraturan Daerah FPropinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 entang

FPembentukan Crganizasi dan Tata Kerga Thnas Propinst Lampuong;

. Peraturan Dacrah Propinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2003 tentang Penetapan

Anggaran Pendapatan dan Bélanja Dacrah Propinsi Lampung  Tahun
Angaaran 2003,



Memperhntikon

Menetapkin

Keputasan Gubsmur Lampung MNomor 12 Tahun 2003 tentang Pedoman
Pelaksanaan APBD Propinsi Lampung Tahun Anggaran Z003,

MEMUTUSKAN :

KIPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG PENCABUTAN
RKEPUTUSAN GURERNUR LAMPUNG NOMOR 3 A TAHUN 2002 TANGGAL
18 PERREARI 2002 TENTANG PENGGUNAAN BIAY A PERJALANAN DINAS
YANG DANANTA BERASAL DARI BIAYA OPERASIONAL TDINAS
PERTAMBANGAN DAN ENERG] PROPINSI LAMPUNG DALAM RANGEA
PENGURUSAN DAN PENINGEATAN PENERIMAAN DAERAH DARI DANA
FERIMBANGAN SEKTOR MINYAK DAN GAS BIUMI DAN KFPUTUSAN
GUBERNUR  LAMPUNG NOMOR GO ANLIGHRINS TANGGAL I8
FPEBRUARI 203 TENTANG PENGATURAN PENGGLUNAAN DAN
PENETAPAN BESARNYA BIAYA PERJALANAN DINAS YANG DANANYA
DIBEBANEAN DAN ATAU BERSUMBER DaRI BIAYA OPERASIONAL
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROPINST LAMPUNG

Pasal 1

Pada sast Keputusan mi mula berlaku, maka

1. Keputusan Gubemur Lampung Nomor 3 A Tahun 2002 tanggal 18 Pebruan
2002 tontang Penggunaan Diava Perjalanan Dinas yang dananyy berasal dard
Biava Operasional Dinas Pedambangan dan Energi Propinsi Lampung
dalam rongka Pengumnsan dan Peninghkaton Penerimamn Daerah dori dona
Penmbangan Sektor Minvak dan Gas Bumi

2. Feputisan Gubernur Lampung Nomor (G038 ATIL16HEK2003 tanggal 28
Pebruarf 2003 teniang Pengaturan Penggunaan dan Penctapan Besamyva
Bisva Pegalanan Dinas yang dananva dibebankan dan atan Bersumber dari
Biaya Operasional Dinas Perambangan dan Energi Propinsi Lampung.

Dbl dam dinyataban lidak borlabu lagi.

Pasal 2

Kepunsan im berlaku pada tangeal ditstapkan,

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 9 Juli 2003

MENTERT DALAM NEGERI

Selubiu Pembina Penyelenggarsan
Pemerintahan Daegah Propinsi Lampung,

HARI SABARNO



